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BUPATI PATI 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI PATI 

NOMOR 13 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

PATI NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG ALOKASI DANA DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 BUPATI PATI, 

Menimbang : a. bahwa ketentuan tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Alokasi Dana Desa telah diatur dalam Peraturan 

Bupati Pati Nomor 49 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang 

Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Pati Nomor 49 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati 

Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa; 

b. bahwa untuk  meningkatkan efisiensi, efektifitas 

dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa, 

perlu mengatur kembali ketentuan mengenai 

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang 

Alokasi Dana Desa; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan  

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 

9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa;  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  

2. Undang-Undang . . . 

SALINAN 

/PERATURAN
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234);  

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495);  

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Neraga Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5717); 

7. Peraturan . . . 
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7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 

2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 

2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Pati Nomor 21); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 

2014 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 9 Tahun 2014); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2015 

tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 85); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 

tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN 

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

PATI NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG ALOKASI 

DANA DESA.   

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Pati. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati . . . 
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3. Bupati adalah Bupati Pati. 

4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang 

selanjutnya disebut Dispermades adalah Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati. 

5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang 

selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati. 

6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pati. 

7. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, yang 

selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan 

Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati. 

8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 

Pati. 

9. Bagian Tata Pemerintahan adalah Bagian Tata 

Pemerintahan Setda Kabupaten Pati. 

10. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa adalah Bagian 

Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Pati. 

11. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Setda Kabupaten 

Pati. 

12. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai 

Perangkat Kerja Daerah. 

13. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator 

Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kerja 

Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya 

memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari 

Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi 

Daerah dan menyelenggarakan tugas umum 

pemerintahan. 

14. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 

hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

15. Pemerintahan . . . 
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15. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. 

16. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat 

Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

17. Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang 

melaksanakan fungsi perintahan yang anggotanya 

merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan 

keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 

18. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten 

Pati. 

19. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, 

adalah Dana perimbangan yang diterima 

kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurang dana 

alokasi khusus. 

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan 

disetujui  bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan  dengan  

Peraturan  Daerah. 

21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa 

yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu 

berupa uang dan barang yang berhubungan dengan 

pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 

22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang 

selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah dokumen 

perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun. 

23. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut 

RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka 

waktu 1 (satu) tahun. 

24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, 

selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana 

keuangan tahunan pemerintahan desa. 

25. Hari . . . 
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25. Hari adalah hari kerja yang berlaku di Kabupaten 

Pati. 

26. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang 

selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau 

sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai 

kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan 

keuangan Desa. 

27. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya 

disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang 

melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan 

keputusan kepala Desa yang menguasakan sebagian 

kekuasaan PKPKD. 

28. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang 

berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa 

yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD. 

29. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah 

perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf 

sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD. 

30. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah 

perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana 

teknis yang menjalankan tugas PPKD. 

31. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan 

uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh 

penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar 

seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada 

Bank yang ditetapkan. 

32. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya 

disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan 

dan pengeluaran anggaran selama satu periode 

anggaran. 

33. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya 

disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian 

setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana 

penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan 

berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB 

Desa. 

34. Dokumen . . . 
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34. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang 

selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang 

memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang 

disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan 

yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang 

telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau 

Perubahan Penjabaran APB Desa. 

35. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang 

selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang 

memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana 

untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari 

SiLPA tahun anggaran sebelumnya. 

36. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut 

dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk 

memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik 

dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia 

barang/jasa. 

37. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut 

RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas 

masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur 

penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai 

pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah 

disahkan oleh kepala Desa. 

38. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya 

disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk 

mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa. 

39. Penghasilan tetap yang selanjutnya disingkat siltap 

adalah pendapatan atau gaji yang berhak diterima 

oleh setiap orang setelah diangkat dan dilantik 

sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa oleh 

Pejabat yang berwenang. 

40. Tunjangan bagi Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang 

statusnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah tunjangan 

yang khusus diberikan bagi PNS yang menduduki 

jabatan Kades atau Sekretaris Desa dan/atau Penjabat 

Kepala Desa. 

BAB II . . . 
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BAB II  

RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: 

a. Maksud dan tujuan; 

b. tata cara pengalokasian ADD; 

c. tata cara penyaluran ADD; dan 

d. tata cara pelaporan ADD. 

BAB III 

MAKSUD DAN TUJUAN  

Pasal 3 

ADD dimaksudkan untuk mendukung Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa, Peningkatan Pelayanan kepada 

Masyarakat, Pelaksanaan Pembangunan Desa dan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa. 

Pasal 4 

Tujuan ADD adalah sebagai berikut: 

a. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan 

melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan 

dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya. 

b. Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah desa 

dan lembaga kemasyarakatan di desa dalam 

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian 

pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi 

dengan meningkatkan kapasitas desa, kesempatan 

bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa. 

c. Mendukung sumber pendapatan dan anggaran belanja 

desa. 

d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong 

masyarakat. 

e. Mendukung terwujudnya desa maju, mandiri dan 

sejahtera. 

 

BAB IV . . . 
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BAB IV 

TATA CARA PENGALOKASIAN ADD 

Bagian Kesatu 

Pengalokasian ADD setiap Desa 

Pasal 5 

(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam 

APBD setiap tahun anggaran. 

(2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dianggarkan untuk semua Desa dengan cara 

pembagian yang adil menurut rumus yang 

ditetapkan. 

(3) Penghitungan ADD setiap desa adalah sebagai 

berikut: 

a. pagu ADD Kabupaten pada tahun berjalan 

dikurangi kebutuhan Siltap selama satu 

tahun. 

b. pagu anggaran setelah dikurangi dengan 

kebutuhan Siltap dibagi berdasarkan: 

1. Alokasi Afirmasi sebesar 20 % dari Pagu 

ADD setelah dikurangi kebutuhan Siltap 

sebagai variable intervensi digunakan 

untuk mengakomodir penurunan ADD 

tahun berjalan dibanding tahun 

sebelumnya, apabila seluruh desa telah 

terpenuhi maka sisa penghitungannya 

dibagikan secara merata ke semua desa. 

2. Pagu ADD setelah dikurangi kebutuhan 

siltap dan Alokasi Afirmasi dibagi 

berdasarkan: 

a) Azaz merata, sebesar 75% (tujuh puluh 

lima per seratus) dari total anggaran 

ADD yang dialokasikan dalam APBD 

tahun berjalan, pembagiannya 

ditetapkan merata atau sama untuk 

semua Desa, yang selanjutnya disebut 

ADD minimal (ADDM); 

b) azaz . . . 
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b) azaz Adil, sebesar 25% (dua puluh lima 

per seratus) dari total anggaran ADD 

yang dialokasikan dalam APBD tahun 

berjalan, pembagiannya ke Desa 

ditentukan secara proporsional menurut 

Nilai Bobot Desa (BDx), yang selanjutnya 

disebut ADD proporsional (ADDP). 

c. ADD yang diterima untuk setiap desa 

merupakan jumlah penghitungan dari 

ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf 

a dan huruf b. 

(4) Nilai Bobot Desa (BDx) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) huruf b angka 2 huruf b) merupakan 

bobot nilai yang dimiliki setiap Desa, sebagai dasar 

pembagian ADDP yang besarnya ditentukan 

dengan rumus berdasarkan kriteria atau variabel 

yang ditetapkan. 

(5) Kriteria atau variabel yang ditetapkan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) meliputi persentase jumlah 

penduduk Desa, Luas wilayah Desa, Jumlah 

Penduduk Miskin dan indeks kesulitan geografis 

Desa. 

(6) Rumus nilai bobot Desa (BDx) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) dihitung sebagai jumlah 

komposisi atas semua kriteria atau variabel yang 

ditetapkan, yaitu sebagai berikut: 

a. 10% (sepuluh perseratus) untuk Jumlah 

Penduduk Desa; 

b. 15% (lima belas perseratus) untuk Luas 

Wilayah Desa;  

c. 50% (lima puluh perseratus) untuk 

Jumlah Penduduk Miskin; dan 

d. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk Indeks 

Kesulitan Geografis (IKG). 

(7) ADD yang diterima oleh setiap Desa untuk satu 

tahun anggaran ditetapkan oleh Bupati. 

Bagian . . . 
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Bagian Kedua 

Pengalokasian ADD Untuk Siltap 

Pasal 6 

(1) Siltap dialokasikan dari bagian Alokasi Dana Desa 

yang ditetapkan dalam APBD tahun berjalan. 

(2) Siltap dianggarkan dalam APB Desa yang 

bersumber dari ADD yang diterima masing-masing 

desa. 

(3) Pengalokasian ADD untuk Siltap menggunakan 

penghitungan sebagai berikut : 

a. ADD yang berjumlah sampai dengan 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)  

digunakan paling banyak 60% (enam puluh per 

seratus); 

b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp500.000.000,00 

(lima ratus juta rupiah) sampai dengan 

Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) 

digunakan antara Rp300.000.000,00 (tiga ratus 

juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% 

(lima puluh per seratus); 

c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 

(tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan 

Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) 

digunakan antara Rp350.000.000,00 (tiga ratus 

lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling  

banyak  40% (empat puluh per seratus); dan 

d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 

(sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara 

Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak  30%  (tiga  

puluh per seratus). 

(4) Pengalokasian ADD untuk Siltap sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan 

mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, 

kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak 

geografis. 

Pasal 7 . . . 
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Pasal 7 

(1) Siltap disalurkan dari Rekening Kas Umum 

Daerah ke Rekening Kas Desa setiap bulan oleh 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

berdasarkan Surat Perintah dari Bupati 

mengenai kebutuhan Siltap selama 1 tahun. 

(2) Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) disusun dengan memperhatikan: 

a. Surat permohonan dari Kepala Desa; 

b. Rekomendasi Camat; dan 

c. Rekapitulasi Kebutuhan Siltap dari OPD teknis 

berdasarkan permohonan Kepala Desa. 

(3) Kebutuhan siltap setiap Desa dalam satu tahun 

anggaran dihitung dengan mempertimbangkan 

Siltap bagi Kepala Desa, jumlah Perangkat Desa 

yang aktif, rencana pengisian Perangkat Desa 

dan purna tugas Perangkat Desa. 

Pasal 8 

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhak 

mendapatkan siltap adalah sebagai berikut : 

a. memiliki Keputusan Pengangkatan oleh Pejabat 

yang berwenang. 

b. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. 

c. tidak sedang diberhentikan sementara. 

(2) Siltap mulai diberikan kepada Kepala Desa dan 

Perangkat Desa pada bulan berikutnya setelah 

pelantikan. 

Pasal 9 

(1) Besaran Siltap ditetapkan oleh Bupati dengan 

memperhatikan jumlah Kepala Desa dan 

Perangkat Desa. 

(2) Kepala Desa menetapkan Siltap yang diterima 

Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan 

besaran Siltap yang ditetapkan oleh Bupati 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 

(3) Siltap . . . 
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(3) Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan sebagai berikut : 

a. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh 

per seratus) dan paling banyak 80% (delapan 

puluh per seratus) dari Siltap kepala Desa; dan 

b. perangkat Desa selain sekretaris Desa, dan Staf 

Perangkat Desa paling sedikit 50% (lima puluh 

per seratus) dan paling banyak 60% (enam 

puluh per seratus) dari siltap kepala Desa. 

Bagian Ketiga 

Pengalokasian ADD untuk Tunjangan Kepala Desa dan 

Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil  

Pasal 10 

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai 

Pegawai Negeri Sipil  mendapat tunjangan dari ADD. 

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diluar 

alokasi untuk Siltap. 

(3) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan 

kemampuan ADD. 

(4) Berdasarkan besaran Tunjangan yang ditetapkan 

oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

Kepala Desa menetapkan Besaran Tunjangan Bagi 

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai 

Pegawai Negeri Sipil. 

(5) Tunjangan Kades dan Perangkat Desa yang 

berstatus Pegawai Negeri Sipil disalurkan dari 

Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas 

Desa setiap bulan oleh Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan Surat 

Perintah dari Bupati mengenai kebutuhan 

Tunjangan Kades dan Perangkat Desa yang 

berstatus PNS selama 1 tahun. 

 

BAB V . . . 
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BAB V 

PENGELOLAAN ADD 

Pasal 11 

Penggelolaan ADD merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Penggelolaan keuangan Desa dalam 

APBDesa. 

Pasal 12 

ADD digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan 

sebagai berikut : 

a. bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 

b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa; 

c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa; 

d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa; 

e. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan 

mendesak. 

Pasal 13 

(1) Dalam pelaksanaan pengelolaan ADD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11, Bupati membentuk tim. 

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

dari : 

a. Tim Pengelola ADD tingkat Desa ditetapkan oleh 

Kepala Desa. 

b. Tim Pendamping Kecamatan ditetapkan oleh 

Camat; dan 

c. Tim Fasilitasi Kabupaten ditetapkan oleh Bupati. 

 

(3) Tim Pengelola ADD tingkat Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari: 

a. Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan 

Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD). 

b. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang 

terdiri dari: 

1) Sekretaris Desa selaku koordinator; 

2) Kaur dan Kasi selaku pelaksana kegiatan 

anggaran; dan 

3) Kaur . . . 
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3) Kaur keuangan selaku pelaksana fungsi 

kebendaharaan. 

c. Tim Pelaksanan Kegiatan (TPK) yang terdiri dari 

unsur:  

1) Ketua; 

2) Sekretaris; dan 

3) Anggota. 

(4) Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat 2 huruf b, terdiri dari: 

a. Camat selaku penanggung jawab; 

b. Sekretaris Kecamatan sebagai wakil 

penanggungjawab; 

c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa pada Kecamatan selaku Ketua; 

d. Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada 

Kecamatan sebagai anggota; dan 

e. Staf seksi terkait pada Kecamatan sebagai 

anggota. 

(5) Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud 

pada ayat 2 huruf c, beranggotakan : 

a. Dispermades; 

b. BPKAD; 

c. Inspektorat; 

d. BAPPEDA;  

e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;  

f. Bagian Tata Pemerintahan; 

g. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan 

h. Bagian Hukum. 

BAB VI 

TATA CARA PENYALURAN ADD 

Pasal 14 

(1) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran 

ADD kepada Bupati Cq. Kepala Dispermades 

melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh 

Tim Pendamping Kecamatan. 

(2) Verifikasi . . . 
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(2) Verifikasi yang dilakukan oleh Tim Pendamping 

Kecamatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 

(1) meliputi semua dokumen persyaratan 

penyaluran ADD. 

(3) Dalam hal Dokumen persyaratan penyaluran yang 

dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap maka Tim 

Pendamping Kecamatan mengembalikan dokumen  

persyaratan penyaluran ADD ke Desa untuk 

dilengkapi. 

(4) Berdasarkan permohonan Kepala Desa 

sebagaimana ayat (1), Kepala Dispermades 

melakukan rekapitulasi berkas usulan 

permohonan penyaluran dari Desa yang telah 

mendapat rekomendasi dari Camat untuk 

selanjutnya Kepala Dispermades mengajukan 

Permohonan Penyaluran ADD kepada Bupati. 

(5) Berdasarkan Permohonan Kepala Dispermades 

sebagaimana ayat (4), Bupati memerintahkan 

Kepala BPKAD untuk menyalurkan ADD dari 

Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas 

Desa. 

(6) Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) merupakan Rekening pada Bank yang 

ditunjuk oleh Bupati. 

Pasal 15 

(1) Penyaluran Dana ADD untuk setiap Desa setelah 

dikurangi Siltap dilakukan secara bertahap pada 

tahun anggaran berjalan dibagi dalam 2 tahap. 

(2) Penyaluran Tahap I sebesar 75% (tujuh puluh lima 

per seratus) dari total Dana ADD yang dialokasikan 

untuk setiap Desa. 

(3) Penyaluran Tahap II sebesar 25% (dua puluh lima 

per seratus) dari total Dana ADD yang dialokasikan 

untuk setiap Desa. 

BAB VII . . . 
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BAB VII 

TATA CARA PELAPORAN ADD 

Pasal 16 

(1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan 

pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk 

pertanggungjawabannya adalah 

pertanggungjawaban APBDesa. 

(2) Untuk kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang 

dibiayai seluruhnya dan/atau sebagiannya dari 

ADD, Kepala Desa wajib menyusun dan 

menyampaikan laporan sebagai berikut: 

a. Laporan pertanggungjawaban setiap tahapan 

penyaluran; 

b. Laporan realisasi pelaksanaan ADD; 

c. Laporan Akhir ADD; 

BAB VIII 

PENGAWASAN 

Pasal 17 

(1) Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi 

pelaksanaan penggunaan ADD;  

(2) Pengawasan terhadap pelaksanaan atau pengelolaan 

ADD dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang 

berwenang dan oleh masyarakat sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(3) Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD 

maka penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang 

mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai ke tingkat 

kabupaten sesuai dengan peraturan perundangan yang 

berlaku. 

BAB IX 

SANKSI 

Pasal 18 

(1) Sebagai fungsi pengendalian tertib administrasi 

pelaksanaan ADD perlu ditetapkan adanya sanksi. 

(2) Dalam . . . 
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(2) Dalam hal desa tidak dapat memenuhi persyaratan 

untuk penyaluran dana ADD sampai dengan batas akhir 

pengajuan SPP ADD maka dana ADD desa dimaksud 

tidak dapat direalisasi.  

(3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dalam rangka pembinaan dan pengawasan serta dalam 

rangka peningkatan kepatuhan dan kedisiplinan 

aparatur pemerintah desa, pemerintah daerah dapat 

memberikan sanksi berupa: 

a. pemberian teguran tertulis; atau 

b. penundaan penyaluran dana ADD; atau  

c. pemberhentian sebagian penyaluran dana ADD; 

dan/atau  

d. pemberhentian seluruh penyaluran dana ADD. 

BAB X 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 19 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan, Penyaluran 

dan pelaporan ADD diatur dalam petunjuk teknis 

pelaksanaan pengelolaan ADD sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 

BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 20 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka 

Peraturan Bupati Pati Nomor 49 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 

Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa 

dan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 49 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang 

Alokasi Dana Desa dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 

Pasal 21 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar . . . 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati. 

 

Ditetapkan di Pati 

pada tanggal 27 Februari 2019 

BUPATI PATI, 

 

 ttd. 

 

HARYANTO 

Diundangkan di Pati 

pada tanggal 27 Februari 2019 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, 

ttd. 

 

SUHARYONO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2019 NOMOR 13 
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LAMPIRAN 

PERATURAN BUPATI PATI 

NOMOR 13 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 

DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 9 TAHUN 

2014 TENTANG ALOKASI DANA DESA  

 

  

PETUNJUK TEKNIS  PELAKSANAAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA 

   

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 

Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten Pati 

mengalokasikan dalam APBD Kabupaten Pati bantuan kepada 

Pemerintah Desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) untuk 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Peningkatan Pelayanan Kepada 

Masyarakat, Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa. 

 

B. Maksud dan Tujuan 

1. Maksud 

Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan untuk mendukung 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Peningkatan Pelayanan kepada 

Masyarakat, Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa. 

2. Tujuan 

a. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan 

melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan sesuai kewenangannya. 
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b. Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah desa dan 

lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, 

pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif 

sesuai dengan potensi dengan meningkatkan kapasitas desa, 

kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat 

desa. 

c. Mendukung sumber pendapatan dan anggaran belanja desa. 

d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat. 

e. Mendukung terwujudnya desa maju, mandiri dan sejahtera. 
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BAB II 

PRINSIP DAN PENGELOLA ADD 

A. Prinsip ADD 

1. Penggunaan ADD mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa. Prosedur 

penetapan penggunaan ADD mengikuti perencanaan dan 

penganggaran desa. 

2. Pengelolaan keuangan ADD merupakan satu kesatuan dengan 

Pengelolaan Keuangan Desa dan bagian tidak terpisahkan dari APB 

Desa. 

3. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD dibahas dan disepakati 

dalam musyawarah desa, direncanakan, dilaksanakan, 

dipertanggungjawabkan dan dievaluasi secara terbuka dengan 

melibatkan lembaga dan unsur masyarakat di desa. 

4. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis 

dan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

5. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip transparansi dan 

akuntabilitas dengan pola pemberdayaan masyarakat, terencana dan 

terlaksana tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat 

administrasi. 

B. Institusi Pengelola ADD 

Dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan Alokasi Dana Desa 

(ADD) dibentuk Tim pada masing-masing tingkatan yaitu: 

1. Tim Fasilitasi Kabupaten 

a. Tim Fasilitasi Kabupaten, dibentuk dengan Keputusan Bupati 

terdiri dari unsur: 

1) Dispermades; 

2) BPKAD; 

3) Inspektorat; 

4) Bappeda;  

5) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;  

6) Bagian Tata Pemerintahan;  

7) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan 

8) Bagian Hukum. 

b. Anggota Tim Fasilitasi Kabupaten mempunyai tugas secara 

khusus sebagai berikut: 

1) Dispermades sebagai koordinator Tim Fasilitasi Kabupaten 

bertugas mengoordinasikan fasilitasi pengelolaan Alokasi Dana 
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Desa yang meliputi pengalokasian, penyaluran, pembinaan, 

pemantauan dan evaluasi ADD; 

2) BPKAD bertugas dalam penyaluran ADD; 

3) Inspektorat bertugas dalam pembinaan, pengawasan dan 

pemeriksaan dalam ADD; 

4) BAPPEDA bertugas mengoordinasikan proses penyelenggaraan 

musyawarah desa dan perencanaan pembangunan desa. 

5) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertugas 

memberikan fasilitasi teknis terkait dengan penyusunan RAB 

dan gambar teknis yang diperlukan sesuai kebutuhan desa. 

6) Bagian Hukum bertugas memberikan fasilitasi  dan konsultasi 

kepada Desa terkait penyusunan Peraturan Perundang-

undangan; 

7) Bagian Tata Pemerintahan bertugas memberikan fasilitasi 

dalam pengelolaan keuangan desa dan penyelenggaraan 

pemerintahan Desa. 

8) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa bertugas memberikan 

fasilitasi dan konsultasi terkait pengadaan barang dan jasa di 

desa. 

c. Tugas Tim Fasilitasi Kabupaten secara umum adalah: 

1) Memfasilitasi pengelolaan ADD mulai tahap perencanaan, 

pelaksanaan dan pertanggungjawaban. 

2) Menyusun konsep regulasi pengelolaan ADD tingkat 

Kabupaten. 

3) Menyusun konsep penghitungan besaran dana ADD per desa 

berpedoman pada rumusan yang telah ditetapkan dalam 

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 

4) Menyelenggarakan sosialisasi, pembinaan, pemantauan, 

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan ADD. 

5) Memberikan pembinaan dan pembekalan kepada Tim 

Pengelola Tingkat Desa dan Tim Pendamping Kecamatan. 

6) Menerima kelengkapan permohonan penyaluran dana ADD 

yang telah diverifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan dan 

mendapatkan rekomendasi camat untuk kemudian 

menyiapkan surat permohonan Penyaluran kepada Bupati 

serta meneruskannya kepada BPKAD yang dikoordinasikan 

Dispermades selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

teknis. 
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7) Melakukan klarifikasi antara alokasi dana yang telah 

ditetapkan dalam Keputusan Bupati dengan jumlah dana yang 

diajukan desa sebagai dasar untuk melakukan transfer dana 

ADD ke rekening desa. 

8) Melaporkan perkembangan pelaksanaan ADD kepada Bupati. 

9) Memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul dalam 

pengelolaan ADD secara berjenjang sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

10) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Fasilitasi Kabupaten 

dibantu oleh Tenaga Ahli Pembangunan dan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa (P3MD). 

2. Tim Pendamping Kecamatan 

a. Tim Pendamping Kecamatan dibentuk dengan Keputusan Camat, 

yang terdiri dari : 

1) Penanggungjawab   : Camat 

2) Wakil Penanggung jawab   : Sekretaris Kecamatan 

3) Ketua     : Kasi Pemberdayaan Masyarakat  

Desa 

4) Anggota      : Kasi Pemerintahan dan1 (satu)  

orang staf Kasi PMD atau staf  

lainnya yang ditunjuk. 

b. Tugas Tim Pendamping Kecamatan adalah: 

1) Memfasilitasi Tim Pengelola Tingkat Desa dalam pengelolaan 

ADD pada tahap perencenaan, pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban. 

2) Fasilitasi oleh Tim Pendamping Kecamatan meliputi proses 

pembinaan, monitoring, evaluasi, pengawasan terhadap 

pengelolaan ADD. 

3) Menyampaikan informasi terkait pelaksanaan dan 

pengelolaan ADD di wilayah masing-masing. 

4) Memfasilitasi penyusunan dokumen persyaratan Penyaluran 

pelaksanaan ADD. 

5) Melakukan pembinaan kepada Tim Pengelola Tingkat Desa 

dalam mengelola ADD meliputi penyusunan RPJM Desa dan 

RKP Desa, APB Desa, Rencana Penggunaan Dana (RPD), 

pelaksanaan kegiatan, pertanggungjawaban dan pelaporan. 

6) Memantau, membimbing dan membina Tim Pengelola Tingkat 

Desa dalam mengelola ADD terutama untuk teknis 

administrasinya, seperti penyusunan Rencana Penggunaan 
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Dana (RPD), laporan-laporan pelaksanaan, termasuk tata 

cara pertanggungjawabannya. 

7) Memverifikasi kelengkapan dokumen penyaluran ADD yang 

telah masuk dari desa di wilayahnya masing-masing 

berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dan hasilnya 

digunakan sebagai dasar dalam pemberian rekomendasi 

kepada desa yang bersangkutan dalam pengajuan penyaluran 

ADD kepada Bupati c.q Kepala Dispermades. 

8) Membantu penyelesaian permasalahan yang muncul dalam 

pengelolaan ADD dengan berpedoman pada ketentuan yang 

berlaku dan melaporkan hasilnya kepada Tim Fasilitasi 

Kabupaten. 

9) Menyusun dokumentasi terhadap seluruh proses pembinaan, 

monitoring, evaluasi dan pengawasan yang dilakukan. 

10) Membuat Rekapitulasi Laporan Realisasi Pelaksanaan ADD 

per Bidang Kegiatan setiap semester Kepada Bupati  Pati Cq. 

Kepala Dispermades Kab. Pati. 

11) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pendamping Kecamatan 

dibantu oleh Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa 

P3MD. 

3. Tim Pengelola Tingkat Desa 

a. Tim Pengelola Tingkat Desa terdiri dari: 

1)  Kepala Desa selaku adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan 

Keuangan Desa (PKPKD) 

2) Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang terdiri dari : 

a) Sekretaris Desa selaku koordinator; 

b) Kaur dan Kasi selaku pelaksana kegiatan anggaran; 

dan  

c) Kaur keuangan selaku pelaksana fungsi 

kebendaharaan. 

3) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)  

Kaur dan kasi selaku pelaksana kegiatan anggaran dalam 

melaksanakan tugasnya dibantu oleh tim yang 

melaksanakan kegiatan pengadaan yang karena sifat dan 

jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri. 

Tim ini selanjutnya disebut Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) 

yang berasal dari unsur perangkat Desa yaitu perangkat 

pelaksana kewilayahan dan/atau staf, lembaga   

kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat.  
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TPK yang terdiri atas: 

a) ketua; 

b) sekretaris; dan 

c) anggota.  

Jumlah TPK minimal 3 orang maksimal 7 orang (ganjil). 

Ketua TPK berasal dari unsur perangkat pelaksana 

kewilayahan dan/atau staf. Sekretaris dan Anggota TPK 

diutamakan dari unsur LPMD dan/atau Kader Teknis KPMD. 

Dalam hal jumlah anggota belum mencukupi dapat melibatkan 

lembaga kemasyarakatan desa lainnya (Karang Taruna, PKK, 

RT, RW) dan tokoh masyarakat lainnya dengan memperhatikan 

keterwakilan gender. 

Pembentukan TPK diusulkan pada saat penyusunan RKP 

Desa dan ditetapkan melalu keputusan Kepala Desa. 

Pembentukan TPK menyesuaikan dengan kebutuhan desa, 

bisa dalam satu Desa hanya ada 1 (satu) TPK atau bisa lebih 

dengan menyesuaikan kebutuhan, kondisi wilayah dan 

ketersediaan keuangan desa. 

Dalam hal diperlukan unsur tim lainnya dalam rangka 

mendukung efektifivitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa, 

Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa dapat 

membentuk kepanitian lainnya sesuai dengan kebutuhan. 

Dalam hal tim pelaksana kegiatan mengundurkan diri, 

pindah domisili keluar desa, dikenai sanksi pidana, dan 

dengan pertimbangan lain yang disepakati dalam 

musyawarah desa kepala desa dapat mengubah 

keanggotaan TPK. 

b. Tugas Tim Pengelola Tingkat Desa. 

1) Kepala Desa bertindak selaku Penanggung Jawab kegiatan 

pelaksanaan ADD mempunyai tugas dan wewenang sebagai 

berikut: 

a) Menyelenggarakan musyawarah desa dalam perencanaan 

penggunaan ADD untuk penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan 

kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. 

b) Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang 

akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, 
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serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam 

pelaksanaan ADD. 

c) Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh 

pemangku kepentingan di Desa dalam rangka pelaksanaan 

ADD. 

d) Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik 

dalam pelaksanaan ADD. 

e) Bertanggung jawab dalam pengelolaan Keuangan dan Aset 

Desa termasuk dalam hal ini:  

 menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan ADD sesuai 

dengan pelaksanaan APB Desa;  

 menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik 

Desa dari kegiatan ADD;  

 melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran 

ADD atas beban APB Desa;  

 menetapkan PPKD;  

 menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL termasuk dalam hal 

untuk kegiatan ADD; 

 menyetujui RAK ADD; dan  

 menyetujui SPP ADD. 

f) Melaksanakan urusan pemerintahan terkait pelaksanaan 

ADD yang menjadi kewenangan Desa; 

g) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa terkait 

pelaksanaan ADD; 

h) Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa; 

i) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat 

Desa; 

j) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di 

Desa; 

k) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan 

lingkungan hidup; 

l) Memberikan informasi kepada masyarakat Desa berkaitan 

dengan besaran ADD serta rencana penggunaanya melalui 

media informasi yang efektif, dan 

m) Menyampaikan laporan terkait pelaksanaan ADD sesuai 

dengan format baku dan batas waktu yang telah ditentukan. 

2) Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) mempunyai 

tugas dan wewenang sebagai berikut: 

a) Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator: 
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 mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan 

kebijakan APB Desa termasuk dalam hal ini kebijakan 

ADD; 

 mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan 

rancangan perubahan APB Desa yang memuat tentang 

pelaksanaan ADD;  

 mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan 

Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa yang memuat 

tentang ADD; 

 mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan 

kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan 

Penjabaran APB Desa yang memuat ADD;  

 mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang 

menjalankan tugas PPKD;  

 mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa 

dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB 

Desa termasuk pertanggungjawaban pelaksanaan ADD.  

 melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL 

 melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan  

 melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan 

pengeluaran APB Desa termasuk penerimaan dan 

pengeluaran ADD. 

b) Kaur dan Kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran: 

 melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran 

atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;  

 melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya; 

 mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;  

 menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya 

yang terdiri dari: Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, 

Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan Rencana Anggaran 

Biaya berdasarkan standar satuan harga dan biaya 

Kabupaten Pati yang berlaku. Desa dapat mengatur 

standar satuan harga dan biaya yang disesuaikan dengan 

mengacu standar satuan harga dan biaya kabupaten 

sebagai patokan tertinggi. Jika terdapat harga satuan 

material/jasa yang lebih tinggi dari Kabupaten, maka 

Desa harus menyampaikan alasan kuat. Rencana Kerja 

Kegiatan Desa memuat antara lain uraian kegiatan, biaya, 
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waktu pelaksanaan, lokasi, kelompok sasaran, tenaga 

kerja, daftar pelaksana kegiatan. 

 menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia 

atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada 

dalam bidang tugasnya; dan  

 menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang 

tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB 

Desa termasuk dalam hal ini pelaksanaan kegiatan Dana 

Desa; 

 Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan 

anggaran dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-

masing dan ditetapkan dalam RKP Desa. 

 Melakukan serah terima hasil pekerjaan kepada Kapala 

Desa dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima 

Hasil Pekerjaan. 

c) Kaur Keuangan selaku pelaksana fungsi kebendaharaan 

mempunyai tugas dan wewenang: 

 menyusun RAK Desa; dan  

 melakukan penatausahaan yang meliputi menerima 

menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan 

dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan 

Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB 

Desa termasuk dalam hal ini pengelolaan ADD.  

3) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) mempunyai tugas membantu 

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran dalam hal:  

a) melaksanakan proses persiapan dan pelaksanaan kegiatan 

ADD yang telah ditetapkan di dalam APB Desa;  

b) melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena 

sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kaur 

atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran dengan cara 

swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  

c) memfasilitasi penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

teknis berdasarkan data harga setempat; 

d) menetapkan  spesifikasi  teknis barang/jasa apabila 

diperlukan; 

e) khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar teknis 

sederhana/sketsa apabila diperlukan;  

f) menetapkan Penyedia Barang/Jasa; 
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g) membuat rancangan surat perjanjian untuk ditanda tangani 

oleh Kaur atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran;  

h) menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan 

Barang/Jasa;  

i) melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil 

Pengadaan Barang/Jasa kepada Kaur atau Kasi pelaksana 

kegiatan anggaran. 

j) menyiapkan dokumen administrasi kegiatan diantaranya 

dokumentasi foto/gambar sebelum dan sesudah kegiatan 

pembangunan dilakukan; daftar masyarakat penerima 

manfaat; pernyataan kesanggupan pelaksana kegiatan 

menyelesaikan pekerjaan; penyiapan dokumen peralihan 

hak melalui hibah dari warga masyarakat kepada Desa atas  

lahan/tanah yang menjadi aset Desa sebagai dampak 

kegiatan pembangunan Desa; penyiapan dokumen jual-beli 

antara warga masyarakat dengan Desa atas  lahan/tanah 

yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa; 

penyiapan dokumen pernyataan kesanggupan dari warga 

masyarakat untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan 

pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan 

pembangunan Desa; penyiapan dokumen pembayaran ganti 

rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena 

dampak kegiatan pembangunan Desa; dan laporan hasil 

analisis sederhana perihal dampak sosial dan lingkungan 

k) melakukan pengadaan tenaga kerja dan bahan material 

diantaranya pendataan kebutuhan tenaga kerja; 

pendaftaran calon tenaga kerja; pembentukan kelompok 

kerja; pembagian jadwal kerja; dan pembayaran upah 

dan/atau honor, pendataan kebutuhan material/bahan 

yang diperlukan; penentuan material/bahan yang 

disediakan dari Desa; dan menentukan cara pengadaan 

material/bahan.  

l) Melakukan penghimpunan dan pencatatan dana swadaya 

masyarakat, sumbangan dari pihak ketiga, dan tenaga 

sukarela dari unsur masyarakat; pendataan sumbangan 

masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga yang berbentuk 

barang; pendataan hibah dari masyarakat Desa dan/atau 

pihak ketiga; pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela; 

dan penetapan jadwal kerja.  
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BAB III 

PENGELOLAAN ADD 

 

A. Perencanaan 

Mekanisme penetapan penggunaan ADD mengikuti proses 

perencanaan pembangunan dan anggaran Desa. Dokumen yang 

dihasilkan dalam proses perencanaan Desa meliputi RPJM Desa, RKP 

Desa dan APB Desa.  

Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk 

membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan 

desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan kemasyarakatan 

desa termasuk bagian dari penyusunan RKP Desa dan APB Desa 

merupakan bagian dari hal-hal strategis di Desa, sehingga wajib dibahas 

dan disepakati dalam musyawarah Desa.  

Kepala Desa wajib mempedomani hasil kesepakatan musyawarah 

Desa berkaitan dengan penggunaan ADD. Kegiatan-kegiatan yang 

disepakati untuk dibiayai dengan ADD termuat dalam dokumen 

rancangan RKP Desa. Kepala Desa berkewajiban menyampaikan kepada 

masyarakat Desa rancangan RKP Desa yang memuat rencana kegiatan-

kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Desa. Kepala Desa 

menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa 

(musrenbangdes) yang dihadiri oleh BPD dan unsur masyarakat Desa. 

Rancangan RKP Desa harus dibahas dan disepakati dalam 

musrenbangdes. Hasil kesepakatan dalam musrenbangdes menjadi 

pedoman bagi Kepala Desa dan BPD dalam menyusun Peraturan Desa 

tentang RKP Desa.  

Kepala Desa merancang pembiayaan kegiatan ADD dengan 

berpedoman pada RKP Desa. Kepala Desa dilarang secara sepihak 

mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai ADD yang sudah 

ditetapkan dalam RKP Desa. Rencana Penggunaan Dana Desa (RPD) 

masuk menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Desa tentang APB 

Desa.  

Kepala Desa berkewajiban mensosialisasikan dan 

menginformasikan kepada masyarakat Desa perihal Rancangan 

Peraturan Desa tentang APB Desa. Sosialisasi rancangan APB Desa 

dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APB 

Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati. Masyarakat Desa, 

melalui BPD, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Kepala 

Desa    apabila   rancangan  penggunaan ADD   berbeda  dengan 
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rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RKP 

Desa. Dalam hal Kepala Desa berkeras untuk mengubah rencana 

penggunaan ADD yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa, maka BPD 

berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas 

dan menyepakati rencana penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, 

rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala 

Desa kepada Bupati harus dipastikan diterima oleh sebagian besar 

masyarakat Desa. 

Camat berkewajiban untuk mengevaluasi Rancangan Peraturan 

Desa tentang APB Desa termasuk rencana penggunaan ADD. Evaluasi 

dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang 

dibiayai ADD memenuhi ketentuan  hal-hal sebagai berikut:  

1) termasuk  bagian dari kewenangan Desa berdasarkan hak asul-usul 

dan kewenangan lokal berskala Desa;  

2) termasuk urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat 

Desa;  

3) tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota; 

Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB 

Desa dinyatakan rencana penggunaan ADD tidak sesuai dengan 

kepentingan umum dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, 

camat menyampaikan penjelasan secara tertulis kepada Desa. Kepala 

Desa menyampaikan kepada masyarakat perihal hasil evaluasi atas 

rencana penggunaan ADD, BPD dapat menyelenggarakan musyawarah 

Desa untuk membahas dan menyepakati tanggapan Desa terhadap hasil 

evaluasi atas rencana pengunaan ADD. Dalam hal berdasarkan hasil 

kesepakatan musyawarah Desa dinyatakan Desa menerima hasil evaluasi 

atas rencana pengunaan ADD, maka dilakukan perubahan rencana 

penggunaan ADD namun dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan 

musyawarah Desa dinyatakan Desa menolak hasil evaluasi atas rencana 

pengunaan ADD, maka kepala Desa mengajukan keberatan kepada 

bupati melalui camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Sedangkan untuk kegiatan lainnya yang bersifat rutin guna 

pemenuhan kebutuhan kantor dan operasional Pemerintahan Desa 

termasuk operasional Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan 

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), hendaknya mengacu pada kebutuhan riil 

Pemerintahan Desa dengan proporsi yang ditentukan secara arif dan 
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bijak dengan mengacu pada prinsip efektifitas dan efisiensi penggunaan 

dana. 

Rencana kegiatan dengan sumber dana ADD sebagaimana 

dimaksud diatas dituangkan dalam Dokumen Rencana Penggunaan 

Dana (RPD) yang disusun oleh PPKD bersama dengan TPK berdasarkan 

hasil musyawarah desa yang disetujui oleh Kepala Desa untuk setiap 

Tahun Anggaran. Dokumen ini harus sesuai dengan APB Des yang telah 

ditetapkan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pelaksanaan ADD 

dalam tahun berjalan. 

Penyusunan RPD harus berpedoman pada petunjuk teknis dan 

ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan ADD tersebut dapat berjalan 

efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen RPD menjadi salah 

satu syarat yang harus dilampirkan dalam pengajuan permohonan 

Penyaluran dana ADD agar pelaksanaan ADD dapat tepat waktu, tepat 

sasaran, tepat administrasi, tepat mutu dan tepat manfaat hendaknya 

proses perencanaannya digunakan sebaik-baiknya. 

 

B. Pelaksanaan 

1. Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan ADD. 

2. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari ADD dilaksanakan secara 

teknis oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sesuai dengan Rencana 

Penggunaan Dana (RPD). 

3. Pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaan ADD mengacu pada 

Peraturan Bupati Pati yang mengatur tentang Pengadaan Barang dan 

Jasa di Desa. 

4. Kepala Desa wajib menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan 

ADD melalui papan infografis desa, papan informasi desa, papan 

kegiatan, dan prasasti. Papan infografis desa dipasang di lokasi 

strategis desa. Papan informasi desa dipasang di Balai/Kantor Desa 

dan dipublikasikan melalui Sistem Informasi Desa. Papan kegiatan 

wajib dipasang di lokasi pembangunan sebelum pelaksanaan 

kegiatan dilaksanakan dan prasasti kegiatan dipasang setelah 

pembangunan fisik selesai dengan mencantumkan volume output 

dan besaran dana sesuai dengan realisasi. 

5. Dalam hal terjadi perubahan dalam pelaksanaan kegiatan 

pembangunan yang bersumber ADD bisa dilakukan selama kegiatan 

pengganti masuk dalam dokumen RPJM Desa dan RKP Desa dan 

disepakati dalam musyarawah Desa dan dituangkan dalam Berita 

Acara dan perubahan tersebut harus mengikuti mekanisme 
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perubahan Perdes RKP Desa dan APB Desa yang diatur dalam 

Peraturan Bupati mengenai Pengelolaan Keuangan Desa. 

6. Perubahan lokasi kegiatan pembangunan yang bersumber ADD yang 

dalam pelaksanaannya terkendala, bisa dilakukan bila lokasi awal 

yang disepakati tidak memungkinkan untuk dilaksanakan 

pembangunan, dan lokasi pengganti bebas dari masalah serta siap 

untuk dibangun dan perubahan tersebut mengikuti mekanisme 

perubahan Perkades mengenai perubahan penjabaran APB Desa 

yang diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Pengelolaan 

Keuangan Desa. 

7. Dalam hal terjadi sisa belanja pengadaan barang dan jasa maka 

dilakukan musyawarah Desa untuk membahas penggeseran sisa 

belanja untuk menambah volume output kegiatan lama dan 

perubahan tersebut dituangkan dalam Berita Acara dan perubahan 

tersebut mengikuti mekanisme perubahan Perkades mengenai 

perubahan penjabaran APB Desa yang diatur dalam Peraturan 

Bupati mengenai Pengelolaan Keuangan Desa. 

8. Dalam hal terjadi sisa belanja pengadaan barang dan jasa untuk 

kegiatan baru maka perubahan tersebut harus melalui mekanisme 

perubahan Perdes RKP Desa dan APB Desa yang diatur dalam 

Peraturan Bupati mengenai Pengelolaan Keuangan Desa. 

9. Apabila terjadi sisa belanja sampai dengan akhir tahun anggaran, maka 

secara kumulatif akan diperhitungkan menjadi Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran (Silpa) tahun berikutnya. 

10. Rencana Perubahan Kegiatan harus diinformasikan dan 

dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Tim Pendamping Kecamatan. 

11. Seluruh proses pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban keuangan ADD mengacu pada mekanisme yang 

diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 

12. Pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD 

dalam APB Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh Pelaksana 

Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) bersama Tim Pelaksana Kegiatan 

(TPK). 

C. Hasil yang diharapkan 

Penerapan Kebijakan ADD diharapkan membuahkan hasil yaitu 

meningkatnya kinerja Pemerintahan Desa dan Lembaga 

Kemasyarakatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya antara 

lain sebagai berikut: 
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1. Bidang Administrasi. 

a. Tersusunnya Program Kerja Desa; 

b. Tersusunnya Peraturan Desa (Perdes) tentang APB Desa dan 

Perdes lainnya; 

c. Tersusunnya Rencana Penggunaan Dana (RPD); 

d. Terisinya Buku Administrasi Pemerintahan Desa, termasuk 

Administrasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di 

Desa;  

e. Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban ADD. 

2. Bidang Pembangunan 

a. Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan desa yang 

meliputi RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa sebagai dasar 

pelaksanaan pembangunan di Desa. 

b. Terbangunnya sarana/prasarana umum (fasilitas umum) milik 

desa yang dapat dinikmati dan dimanfaatkan secara langsung 

olehmasyarakat setempat berdasarkan skala prioritas kebutuhan 

yang telah dimusyawarahkan.  

3. Bidang Lembaga Kemasyarakatan 

a. Tersusun dan terlaksananya Program Kerja Lembaga 

Kemasyarakatan Desa serta pertanggungjawaban pelaksanaan 

kegiatan; 

b. Terjalin hubungan yang harmonis antara Penyelenggaraan 

Pemerintah Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau 

Organisasi Masyarakat (Ormas) lainnya. 
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BAB IV 

PENGGUNAAN ADD 

 

A. Penggunaan anggaran ADD untuk membiayai kegiatan: 

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi:  

a) Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, 

Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa. 

1. Pembayaran Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat 

Desa. 

2. Pembayaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 

yang statusnya PNS. 

3. Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 

a. Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa 

 Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh Jaminan 

Kesehatan. 

 Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud diatas 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan. 

 Iuran jaminan kesehatan sebesar 5% (lima persen) dari 

penghasilan tetap dengan rincian pembebanan: 

 3% (tiga persen) ditanggung oleh Pemerintah Desa 

yang diambilkan dari ADD. 

 2% (dua persen) ditanggung oleh peserta. 

b. Jaminan Perlindungan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan 

Perangkat Desa 

 Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh jaminan 

perlindungan ketenagakerjaan. 

 Jaminan perlindungan ketenagakerjaan sebagaimana 

dimaksud diatas terdiri dari Jaminan perlindungan 

kematian dan jaminan perlindungan kecelakaan kerja. 

 Iuran jaminan perlindungan ketenagakerjaan sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

4. Kegiatan Operasional Pemerintah Desa 

Belanja barang dan jasa diantaranya adalah: 

a. pembelian ATK, pakaian dinas dan atributnya, peralatan 

kantor, pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas; 

b. Perjalanan Dinas; 

c. Honorarium Kepala Desa sebagai PKPKD; 

d. Honorarium  PPKD; 
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e. Honorarium TPK ; 

f. Honorarium Petugas data dan entry profil desa;  

g. Honorarium Operator Siskeudes. 

5. Tunjangan BPD 

Belanja pegawai untuk pembayaran tunjangan Ketua dan 

Anggota BPD dengan mempertimbangkan kemampuan 

keuangan desa berdasarkan hasil musyawarah desa dengan 

mengutamakan prinsip efisiensi dan efektivitas pengelolaan 

APB Desa.  

6. Operasional BPD digunakan untuk: 

a. Rapat-rapat (ATK, makan-minum);  

b. Perlengkapan perkantoran; 

c. Pakaian Dinas; 

d. Perjalanan Dinas BPD. 

7. Kegiatan Operasional  RT dan RW 

Belanja Barang/Jasa untuk pembayaran insentif Ketua RT 

dan RW  dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan 

desa berdasarkan hasil musyawarah desa dengan 

mengutamakan prinsip efisiensi dan efektivitas pengelolaan 

APB Desa. 

b) sarana dan prasarana pemerintahan Desa; 

1. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan; 

2. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa; 

3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/ 

Prasarana Kantor Desa. 

c) administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan 

kearsipan; 

1. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil 

kependudukan dan potensi desa); 

2. Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan 

desa. 

d) tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan 

pelaporan; dan 

1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan 

Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes, 

Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, atau kegiatan lain 

yang bersifat reguler); 
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2. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, 

rembug warga, atau kegiatan lain yang yang bersifat non-

reguler sesuai kebutuhan desa); 

3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa/RKP 

Desa). 

e) pertanahan. 

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa  

Diutamakan untuk pembangunan sarana prasarana yang 

mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelayanan 

masyarakat dan pertumbuhan ekonomi antara lain: 

a) pendidikan; 

1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-

Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian 

Seragam, Operasional); 

2. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD). 

b) kesehatan; 

1. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik 

Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan 

Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat) 

Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin); 

2. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu 

Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu). 

c) pekerjaan umum dan penataan ruang; 

1. Pemeliharaan Jalan Desa; 

2. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang. 

d) kawasan permukiman; 

1. Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab 

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, 

validasi); 

2. Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa. 

e) kehutanan dan lingkungan hidup; 

1. Pengelolaan Hutan Milik Desa; 

2. Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa. 

f) perhubungan, komunikasi dan informatika; 

1. Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa; 

2. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan 

Poster/Baliho Informasi. 

g) energi dan sumber daya mineral; dan 
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1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif 

tingkat Desa; 

2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Energi Alternatif. 

h) pariwisata;  

1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa; 

2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Pariwisata Milik Desa. 

3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 

a) ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat; 

1. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa 

(pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal 

ronda/patroli). 

2. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga 

Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas 

desa). 

b) kebudayaan dan kegamaan; 

1. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa. 

2. Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan 

sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan 

Kabupaten/Kota. 

c) kepemudaan dan olah raga; dan 

1. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai 

Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota. 

2. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, 

Penyadaraan Wawasan Kebangsaan,) tingkat Desa. 

d) kelembagaan masyarakat 

1. Pembinaan Lembaga Adat. 

2. Pembinaan LPMD. 

Kegiatan Operasional  LPMD  

Belanja Barang/jasa untuk pembayaran insentif LPMD  

dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa 

berdasarkan hasil musyawarah desa dengan 

mengutamakan prinsip efisiensi dan efektivitas pengelolaan 

APB Desa. 

3. Pembinaan PKK. 

 Operasional Kesekretariatan. 

 Penunjang kegiatan Pokja I, II, III dan IV. 

 Pembelian Seragam PKK; 
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 Bantuan Transport PKK. 

4. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan. 

5. lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat. 

 

4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 

a. kelautan dan perikanan; pertanian dan peternakan; 

b. peningkatan kapasitas aparatur Desa; 

c. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga; 

d. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah; 

e. dukungan penanaman modal; dan 

f. perdagangan dan perindustrian. 

5) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan 

Mendesak. 

a. penanggulangan bencana; 

b. keadaan darurat; dan 

c. keadaan mendesak. 

B. Penggunaan ADD untuk kegiatan tersebut diatas harus 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

1. Kegiatan sub bidang ADD mengacu pada peraturan perundang-

undangan mengenai Pengelolaan Keuangan Desa. 

2. Desa dapat mengatur standar satuan harga yang disesuaikan 

dengan mengacu pada standar satuan harga dan biaya kabupaten 

Pati yang berlaku sebagai patokan tertinggi dan kemampuan 

keuangan desa. Jika terdapat harga satuan material/jasa yang 

lebih tinggi dari standar satuan harga dan biaya kabupaten Pati, 

maka Desa harus menyampaikan alasan kuat. 

3. Porsi belanja desa yang digunakan untuk pembayaran 

penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat 

Desa, kegiatan operasional kantor desa, tunjangan BPD, insentif 

ketua  RT/RW tidak melebihi 30% dari total belanja desa yang 

ditetapkan dalam APB Desa. 

4. Alokasi Dana Desa tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik, 

kegiatan melawan hukum, pembangunan sarana prasarana 

peribadatan dan kegiatan lain yang sudah dibiayai dari sumber 

dana lain. 
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BAB V 

PERSYARATAN DAN MEKANISME PENYALURAN ADD 

A. Persyaratan dan Mekanisme Penyaluran ADD. 

1. Pengalokasian ADD ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBD 

Kabupaten Pati.  

2. Penyaluran SILTAP dilakukan dengan ketentuan:  

a. Siltap dan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa yang statusnya 

PNS disalurkan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas 

desa setiap bulan ditransfer dari Badan Pengeloaan Keuangan dan 

Aset Daerah, berdasarkan surat perintah dari Bupati mengenai 

kebutuhan siltap dan tunjangan kades dan perangkat desa yang 

statusnya PNS selama 1 tahun dengan persyaratan : 

1) Surat permohonan dari Kepala Desa; 

2) Rekomendasi Camat sebagai bukti bahwa berkas Penyaluran 

siltap sudah diverifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan; 

3) Rekapitulasi kebutuhan Siltap perbulan selama 1 tahun 

anggaran dari OPD Teknis berdasarkan permohonan Kepala 

Desa;  

4) Surat Keputusan pengangkatan Kepala Desa dan Perangkat 

Desa sesuai dengan struktur organisasi desa; 

5) Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penghasilan Tetap bagi 

Kepala Desa dan Perangkat Desa; 

6) Surat Keputusan Kepala Desa tentang Tunjangan Penghasilan 

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Statusnya PNS 

b. Siltap dan tunjangan Kades dan Perangkat desa yang statusnya 

PNS akan ditransfer oleh Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset 

Daerah setiap tanggal 10 bulan berjalan. 

c. Berkas permohonan Penyaluran siltap setiap bulan dikirim paling 

lambat tanggal  5 bulan berjalan kepada Tim Pendamping 

Kecamatan yang terdiri dari: 

1) LPJ penerimaan siltap bulan sebelumnya terdiri dari:  

- Kuitansi penerimaan siltap setiap bulan yang 

ditandatangani masing-masing perangkat desa; 

- Rekapitulasi penerimaan kolektif siltap; 

- Absen/daftar hadir perangkat; 

2) Permohonan Penyaluran siltap terdiri dari: 

- Surat permohonan Penyaluran siltap dari Kepala Desa; 
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3. Alokasi Dana Desa (ADD) setelah dikurangi kebutuhan Siltap 

disalurkan dalam 2 (dua) tahap : 

a) Penyaluran Tahap I sebesar 75%; dan 

b) Penyaluran Tahap II sebesar 25%. 

4. Dokumen permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa diajukan oleh 

Pemerintah Desa kepada Tim Pendamping Kecamatan sebagai dasar 

bagi desa untuk melakukan Penyaluran ADD. 

5. Tim Pendamping Kecamatan melakukan verifikasi terhadap dokumen 

permohonan Penyaluran ADD. 

6. Berdasarkan hasil verifikasi, Camat memberikan rekomendasi 

Penyaluran ADD kepada Bupati c.q Kepala Dispermades Kabupaten 

Pati. 

7. Dokumen Penyaluran ADD bersama Rekomendasi Camat dan Format 

Verifikasi yang telah distempel pengesahan dan diparaf Ketua Tim 

Pendamping Kecamatan dikirim ke Dispermades Kabupaten Pati.  

8. Rekomendasi Camat dan checklist Verifikasi  kelengkapan permohonan 

Penyaluran ADD dari Tim Pendamping Kecamatan menjadi dasar bagi 

Dispermades Kabupaten Pati untuk proses lebih lanjut. 

9. Dokumen Penyaluran ADD meliputi:  

a. Pengajuan Penyaluran ADD tahap I (75%) diajukan pada bulan 

Januari sampai dengan bulan Juni, sebanyak 1 (satu) rangkap 

ditandatangani oleh Kepala Desa dan diajukan Kepada Bupati Pati 

cq. Kepala Dispermades Kabupaten Pati lewat camat, terdiri dari: 

1) Surat Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I. 

2) Fotokopi buku rekening yang ditandatangani Kepala Desa dan 

Kaur Keuangan. 

3) Fotokopi NPWP Bendahara Desa yang ditandatangani Kepala 

Desa dan Kaur Keuangan. 

4) Surat pernyataan kesanggupan Kepala Desa (nominal ADD 100%) 

dalam pengelolaan ADD bermaterai cukup. 

5) Laporan Realisasi penggunaan ADD Tahun Anggaran sebelumnya 

(hasil print out Aplikasi Keuangan Desa Siskeudes. 

6) Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD secara keseluruhan 100% 

yang ditandatangani Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran di 

verifikasi  koordinator PPKD dan menyetujui  Kepala Desa. 

7) Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD Tahap I (75%) yang 

ditandatangani Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran di 

verifikasi  koordinator PPKD dan menyetujui  Kepala Desa. 
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8) Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani Kaur/Kasi 

Pelaksana Kegiatan Anggaran di verifikasi  koordinator PPKD dan 

menyetujui  Kepala Desa. 

9) Gambar Teknis Sederhana yang ditandatangani ditandatangani 

TPK, Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran, di verifikasi  

koordinator PPKD dan menyetujui  Kepala Desa. 

10) Foto kondisi 0% yang ditandatangani TPK, Kaur/Kasi Pelaksana 

Kegiatan Anggaran, di verifikasi  koordinator PPKD dan 

menyetujui  Kepala Desa. 

11) Denah lokasi pembangunan yang ditandatangani TPK, Kaur/Kasi 

Pelaksana Kegiatan Anggaran, di verifikasi  koordinator PPKD 

dan menyetujui  Kepala Desa. 

12) Fotokopi SK Tim Pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) Tingkat 

Desa. 

Berkas permohonan Penyaluran dana tahap I (75%) dilengkapi 

dengan lampiran yang terdiri dari: 

1) Peraturan Desa tentang Realisasi Pelaksanaan APB Desa dengan 

aplikasi Siskeudes yang telah dibahas dan disepakati bersama 

BPD; 

2) Peraturan Desa tentang APB Desa dengan aplikasi Siskeudes 

yang telah ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran desa.  

3) RPJM Desa yang masih berlaku (dalam kurun waktu berjalan). 

4) RKP Desa. 

5) Laporan PertanggungJawaban (LPJ) ADD Tahap II Tahun 

Anggaran sebelumnya. 

Lampiran berkas permohonan Penyaluran dana ADD Tahap I (75%) 

akan diserahkan kembali ke Desa dengan tanda bukti penyerahan 

dokumen untuk selanjutnya menjadi arsip Pemerintah Desa pada 

saat proses klarifikasi dinyatakan selesai. 

b. Pengajuan Penyaluran ADD tahap II (25%) diajukan pada bulan Juli 

sampai dengan bulan Desember, sebanyak 1 (satu) rangkap 

ditandatangani oleh Kepala Desa dan diajukan Kepada Bupati Pati 

cq. Kepala Dispermades lewat camat terdiri dari: 

1) Surat Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II. 

2) Fotokopi buku rekening yang ditandatangani Kepala Desa dan 

Kaur Keuangan. 

3) Fotokopi NPWP Bendahara Desa yang ditandatangani Kepala 

Desa dan Kaur Keuangan. 
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4) Laporan Realisasi Penggunaan ADD hasil print out Aplikasi 

keuangan Desa (Siskeudes) sampai dengan Tahap I (75%) tahun 

anggaran berjalan. 

5) Salinan Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa secara 

keseluruhan 100% yang ditandatangani Kaur/Kasi Pelaksana 

Kegiatan Anggaran di verifikasi  koordinator PPKD dan 

menyetujui  Kepala Desa. 

6) Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa Tahap II (25%) yang 

ditandatangani Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran di 

verifikasi  koordinator PPKD dan menyetujui  Kepala Desa. 

7) Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani 

ditandatangani Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran di 

verifikasi  koordinator PPKD dan menyetujui  Kepala Desa apabila 

ada pembangunan fisik di tahap II. 

8) Gambar Teknis Sederhana yang ditandatangani ditandatangani 

TPK, Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran, di verifikasi  

koordinator PPKD dan menyetujui  Kepala Desa apabila ada 

pembangunan fisik di tahap II. 

9) Foto Kondisi 0% yang ditandatangani ditandatangani TPK, 

Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran, di verifikasi  

koordinator PPKD dan menyetujui  Kepala Desa apabila ada 

pembangunan fisik di tahap II. 

10) Denah lokasi pembangunan yang ditandatangani 

ditandatangani TPK, Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran, di 

verifikasi koordinator PPKD dan menyetujui Kepala Desa apabila 

ada pembangunan fisik di tahap II. 

Berkas permohonan Penyaluran dana tahap II (25%) dilengkapi 

dengan lampiran yang terdiri dari asli Laporan 

Pertanggungjawaban (LPJ) ADD Tahap I (75%) yang telah 

digunakan minimal 50% (lima puluh perseratus) dengan fotocopi 

bukti pembelanjaan atas dana yang dicairkan pada tahap I, 

beserta bukti setoran pajak. 

Lampiran ini akan diserahkan kembali ke Desa dengan tanda 

bukti penyerahan dokumen untuk selanjutnya menjadi arsip 

Pemerintah Desa pada saat klarifikasi dinyatakan selesai. 
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B. Realisasi Pelaksanaan ADD 

1. ADD disalurkan melalui Rekening Kas Desa (RKD). 

2. Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pelaporan pengelolaan keuangan 

ADD mengacu pada mekanisme pengelolaan keuangan desa sesuai 

peraturan yang berlaku. 

3. Setiap pengeluaran ADD didukung dengan bukti yang lengkap dan 

sah. Bukti tersebut telah  mendapat persetujuan Kepala Desa dan 

Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang 

timbul dari penggunaan bukti tersebut. Kaur dan Kasi pelaksana 

kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan 

pengeluaran ADD. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran 

menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua 

pengeluaran anggaran kegiatan ADD sesuai dengan tugasnya. 

4. Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan ADD berdasarkan DPA yang 

telah disetujui Kepala Desa. Pelaksanaan kegiatan ADD dilakukan 

dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia 

barang/jasa dengan tetap mengutamakan pelaksanaan kegiatan 

secara swakelola. Pengadaan melalui swakelola dilakukan dengan 

memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat 

dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk 

memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat 

setempat.  

Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui 

swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan 

oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi 

persyaratan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 

pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa diatur 

dengan peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-

undangan mengenai pengadaan barang/jasa di Desa. 

5. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP 

dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode 

yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau 

kurang dari yang tertera dalam DPA. Pengajuan SPP wajib 

menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan 

anggaran. 

6. Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP untuk 

kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 

10 (sepuluh) hari kerja. Dalam hal pembayaran pengadaan 
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barang/jasa belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, 

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan 

dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan 

dalam kas Desa. Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran 

dimaksud ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar. 

7. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan 

pertanggungjawaban Penyaluran anggaran berupa bukti transaksi 

pembayaran pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Desa. 

Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran 

dengan pertanggungjawaban Penyaluran anggaran yang 

disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran. 

Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa 

lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi 

pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas 

Desa. 

8. Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan 

melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa 

diterima. Pengajuan SPP dimaksud dilampiri dengan:  

a. pernyataan tanggung jawab belanja; dan  

b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat.  

9. Dalam setiap pengajuan SPP, sekretaris Desa berkewajiban untuk:  

a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan 

oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;  

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa 

yang tercantum dalam permintaan pembayaran; 

c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan 

d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi 

pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan. 

10. Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan 

hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa. Kaur Keuangan  

melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera 

dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari kepala Desa. 

11. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan 

laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada 

Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan 

selesai. 
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BAB VI 

PELAPORAN 

Pelaporan dari Desa sangat diperlukan dalam rangka 

pengendalian, yaitu untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan 

dan penggunaan dana ADD yang terdiri dari :  

1. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) setiap tahap penyaluran:  

a. Sebagai salah satu persyaratan Penyaluran ADD dari RKD 

(Rekening Kas Desa), maka Desa wajib membuat Laporan 

Pertanggungjawaban setiap tahap Penyaluran ADD kepada Bupati 

c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.  

b. Sistematika Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ADD sekurang-

kurangnya terdiri dari: 

1) Pengantar  yang berisi ringkasan isi LPJ yang sedikitnya 

menampilkan pagu dana, realisasi, sisa dana yang ditanda 

tangani oleh Kepala Desa mengetahui Camat.  

2) Rencana Penggunaan Dana (RPD) 100% dan RPD per tahap 

kegiatan sesuai dengan tahapan penyusunan LPJ.  

3) Laporan Realisasi Penggunaan ADD hasil print out Aplikasi 

keuangan Desa (Siskeudes). 

4) Buku Pembantu Kegiatan hasil print out aplikasi pengelolaan 

keuangan desa.  

5) Buku Bank hasil print out aplikasi pengelolaan keuangan desa.  

6) Buku Pembantu Pajak hasil print out aplikasi pengelolaan 

keuangan desa.  

7) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sampai dengan 

pernyataan tanggung jawab belanja.  

8) Bukti transaksi pembayaran (nota-kuitansi-surat pesanan-

bukti penerimaan di tempat, dll sesuai dengan ketentuan).  

9) Foto kegiatan infrastruktur desa kondisi 0%, 40%, 80% dan 

100% yang diambil dari sudut pengambilan yang sama. 

10) Foto yang memperlihatkan aktifitas kegiatan pemberdayaan 

masyarakat.  

11) Foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung 

kepada tenaga kerja pembangunan desa.  

12) Foto yang memperlihatkan proses dropping material; dan Foto 

yang memperlihatkan Papan Informasi, Infografis Desa, Papan 

Kegiatan dan Prasasti untuk pembangunan infrastruktur desa.  
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13) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Kasi/kaur 

selaku pelaksana kegiatan  anggaran kepada Kepala Desa. 

2. Laporan Akhir penggunaan ADD pada akhir tahun anggaran dengan 

disertai penyampaian kendala/hambatan di lapangan serta solusi 

yang telah dilaksanakan termasuk masukan atau saran bagi 

perbaikan pengelolaan ADD tahun berikutnya yang disampaikan 

paling lambat minggu keempat bulan Februari Tahun Anggaran 

berikutnya, dan 

3. Tim Pendamping Kecamatan menyusun dan menyampaikan laporan 

hasil rekapitulasi Realisasi Pelaksanaan ADD di wilayahnya kepada 

Bupati Pati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Pati.  

a. laporan hasil rekapitulasi Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan 

(RFK) ADD Tahap I disampaikan paling lambat pada akhir Juli 

tahun anggaran berjalan. 

b. laporan hasil rekapitulasi Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan 

(RFK) ADD Tahap II disampaikan paling lambat pada akhir Bulan 

Januari tahun anggaran berikutnya. 
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BAB VII 

LAIN-LAIN 

1. Apabila terjadi Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) maka 

penggunaannya sesuai dengan ketentuan sumber dana dan dibahas 

dalam penyusunan APB Desa. 

2. Dalam pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD, Pelaksana 

Pengelolaan Keuangan Desa (Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala 

Urusan dan Kaur Keuangan) mengacu pada peraturan perundangan 

yang berlaku. 

3. Guna mempercepat arus informasi terhadap pelaksanaan ADD maka 

pelaporan agar disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan kepada 

Dispermades Kabupaten Pati. 

4. Secara berjenjang, baik Tim Fasilitasi Kabupaten sesuai uraian 

tugasnya maupun Tim Pendamping Kecamatan berhak 

mengembalikan permohonan Penyaluran dana ADD kepada desa yang 

bersangkutan apabila dijumpai berkas yang diajukan kurang lengkap 

atau tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan. 

5. Kejadian khusus yang berdampak pada kegiatan pembangunan di 

desa  

a. paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:  

1) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah 

Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;  

2) tidak diharapkan terjadi berulang; dan  

3) berada di luar kendali pemerintah Desa. 

b. Kejadian khusus yang berdampak pada kegiatan pembangunan di 

desa, meliputi : 

1) bencana;  

a) bencana meliputi bencana alam dan bencana sosial 

bencana alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh 

peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh 

alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung 

meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor, 

kebakaran hutan/lahan. 

bencana sosial merupakan bencana yang diakibatkan oleh 

peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh 

manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau 

antar komunitas masyarakat dan teror. 
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b) kejadian atau keadaan bencana ditentukan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2) keadaan darurat 

keadaan darurat adalah adanya kerusakan dan/atau 

terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana 

yang disebabkan oleh kenaikan harga atau sebab lainnya 

sehingga mengakibatkan terganggunya pelayanan dasar 

masyarakat. 

Sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat antara lain : 

pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang dan 

perumahan rakyat, kawasan permukiman, ketentraman 

ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sosial. 

3) keadaan mendesak. 

keadaan mendesak merupakan keadaan yang memaksa untuk 

segera dilakukan, dipenuhi, dan diselesaikannya upaya 

pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat 

miskin yang mengalami kedaruratan berupa kebutuhan pangan, 

sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan dan/atau 

pelayanan sosial. 

Kriteria masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan adalah 

warga desa yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata 

pencaharian tetap sehingga tidak mempunyai kemampuan 

memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya 

dan/atau keluarganya. Kondisi keadaan mendesak dan 

masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan disepakati 

bersama dalam Rembug Desa serta ditetapkan dengan 

Keputusan Kepala Desa yang dilaporkan kepada Bupati lewat 

Camat. 

c. Dalam hal terjadi Kejadian khusus yang berdampak pada kegiatan 

pembangunan di desa, maka dilakukan musyawarah desa yang 

dilengkapi dengan berita acara perubahan Rencana Anggaran Biaya 

(RAB) atas kegiatan yang terkena dampak.  
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BAB VIII 

CONTOH FORMAT 

 

1. Format Contoh Penyaluran ADD dari Camat. 

 

KOP SURAT KECAMATAN 

 

 

 

REKOMENDASI 

PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHAP I (75%) 

TAHUN ....... 

Nomor : ............/............ 

 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama  : ......................................... 

NIP  : ......................................... 

Jabatan  : Camat.............................. 

 

Berdasarkan dokumen permohonan penyaluran ADD yang telah diverifikasi 

oleh Tim Pendamping Kecamatan, dengan ini menyetujui penyaluran ADD 

Tahap I (75%) yang bersumber dari APBN Tahun ........ untuk: 

Desa  : ................................ 

Kecamatan : ................................ 

Kabupaten  : Pati 

Sebesar Rp................................. (dengan huruf) 

Demikian surat rekomendasi ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

 

.................,  tgl bulan Tahun 

 

CAMAT .............................. 

 

 

 

 

........................................... 

........................................... 

NIP. ................................... 

 

 

 

 



- 33 - 
 

2. Format Contoh Permohonan ADD 

KOP DESA 

      Desa, Tanggal/Bulan/Tahun 

Nomor  :    Kepada Yth: 

Sifat  :    BUPATI PATI 

Lampiran :    c.q. Kepala Dispermades Kab.Pati 

Perihal :     lewat Camat …………………. 

      di -  
T E M P A T 

 

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pati Nomor ……........./….......... Tahun ...... 

tentang Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh Desa di Kabupaten Pati Tahun 

Anggaran ............., dengan ini kami mengajukan permohonan penyaluran ADD Tahap I 

(75%) Tahun.......... untuk Desa..............Kecamatan.................Kabupaten Pati sebesar 

Rp......................... (jumlah angka disebut dengan huruf) dengan Nomor Rekening :.....-.....-

.........-..... pada Bank Jateng Cabang Pati/PD BPR Bank Pasar Pati. 

Sebagai pertimbangan bersama ini kami sampaikan berkas permohonan penyaluran 

dana tahap I (75%) yang terdiri dari: 

1) Fotokopi buku rekening yang ditandatangani Kepala Desa dan Kaur Keuangan. 

2) Fotokopi NPWP Kaur Keuangan yang ditandatangani Kepala Desa dan Kaur Keuangan. 

3) Surat pernyataan kesanggupan Kepala Desa (nominal ADD 100%) dalam pengelolaan 

ADD bermaterai cukup. 

4) Laporan Realisasi penggunaan ADD Tahun Anggaran sebelumnya hasil print out 

Aplikasi Keuangan Desa Siskeudes. 

5) Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD secara keseluruhan 100% yang ditandatangani 

Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran di verifikasi  koordinator PPKD dan 

menyetujui  Kepala Desa. 

6) Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD Tahap I (75%) yang ditandatangani Kaur/Kasi 

Pelaksana Kegiatan Anggaran di verifikasi  koordinator PPKD dan menyetujui  Kepala 

Desa. 

7) Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan 

Anggaran di verifikasi  koordinator PPKD dan menyetujui  Kepala Desa. 

8) Gambar Teknis Sederhana yang ditandatangani ditandatangani TPK, Kaur/Kasi 

Pelaksana Kegiatan Anggaran, di verifikasi  koordinator PPKD dan menyetujui  Kepala 

Desa. 

9) Foto kondisi 0% yang ditandatangani TPK, Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran, di 

verifikasi  koordinator PPKD dan menyetujui  Kepala Desa. 

10) Denah lokasi pembangunan yang ditandatangani TPK, Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan 

Anggaran, di verifikasi  koordinator PPKD dan menyetujui  Kepala Desa. 

11) Fotokopi SK Tim Pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) Tingkat Desa. 

 

Lampiran: 

1) Peraturan Desa tentang Realisasi Pelaksanaan APBDes dengan aplikasi Siskeudes yang 
telah dibahas dan disepakati bersama BPD; 

2) Peraturan Desa tentang APBDes yang telah ditetapkan dan diundangkan dalam 

lembaran desa.  

3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang masih berlaku (dalam 

kurun waktu berjalan). 

4) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). 

5) Laporan PertanggungJawaban (LPJ) ADD Tahap II Tahun sebelumnya. 

 

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas bantuannya disampaikan terima kasih.

        KEPALA DESA………… 

(ttd dan stempeL)
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3. Format Contoh Surat Kesanggupan Kepala Desa 
 

KOP SURAT DESA 

 
 

SURAT PERNYATAAN 

KESANGGUPAN KEPALA DESA 
 

Yang bertanda tangan di bawah ini saya : 

Nama  : ............................. 

Jabatan : Kepala Desa.................................. 

Alamat : Desa.........................Kecamatan........................Kabupaten 

Pati 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 

…… untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang 

Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang 

Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Bidang Penanggulangan Bencana, 

Keadaan Darurat dan Mendesak Desa sebesar Rp. ......................(dengan 

huruf...................) dari APBD Kabupaten Pati tersebut kami sanggup : 

1. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana dimaksud 

dan melaksanakan kegiatan sesuai Rencana Penggunaan Dana/RPD.  

2. Menggunakan anggaran bersifat transparan, tertib administrasi, tepat 

sasaran, tepat waktu dan tepat mutu serta tidak ada pungutan dari 

pihak manapun. 

3. Tidak terjadi duplikasi anggaran (kegiatan tersebut belum pernah dan 

tidak sedang dibiayai oleh sumber pembiayaan yang lain serta bantuan 

tidak akan digunakan sebagai pengganti kegiatan lain). 

4. Menyediakan swadaya masyarakat dan mengajak partisipasi masyarakat 

dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan. 

5. Membuat laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati Pati 

c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati 

setelah kegiatan selesai dilaksanakan atau paling lambat 3 (tiga) bulan 

sejak bantuan diterima. 

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dengan penuh 

kesadaran dan tanggungjawab. 

....................., tgl bulan 

tahun 

KEPALA 

DESA....................... 

 

 

........................................... 
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4. Format Contoh Rencana Penggunaan Dana (RPD) 
RENCANA  PENGGUNAAN  DANA (RPD) 

ALOKASI DANA DESA (ADD) YANG BERSUMBER DARI APBD 

DESA ………………….  KECAMATAN …………………….  

 KABUPATEN PATI TAHUN .......... 

Porsi 100 % = Rp. .................... 

No. 

KEGIATAN 

Lokasi Volume Satuan Harga 

Satuan 

Biaya/Jumla

h (Rp) 

Pelaksana 

Kegiatan Anggaran 

Tim 

Pelaksana 

Kegiatan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1) 1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa        

 a. Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan 
dan Operasional Pemerintahan Desa. 

       

 Pembayaran Penghasilan tetap Kepala Desa dan 
Perangkat Desa 

       

 i. Kepala Desa  12 Bulan 2.350.000 28.200.000 Kasi Pemerintahan TPK ADD 

 ii. Sekretaris Desa  12 Bulan 1.800.000 21.600.000 Kasi Pemerintahan TPK ADD 

 b. Kegiatan Operasional Pemerintah Desa        

 i. ATK        

 Kertas HVS  10 Rim 50.000 500.000  TPK ADD 

 Tunjangan BPD  7 Org/tahun 1.750.000 12.250.000  TPK ADD 

JUMLAH 1    

2) Pelaksanaan Pembangunan Desa        

 a. Pendidikan        

 Seragam Guru Paud  12 buah 200.000 2.400.000  TPK ADD 

 b. Kesehatan        

 PMT Balita (20bayi x 12 bulan)  240 bungkus 4.000 960.000  TPK ADD 
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 c. pekerjaan umum dan penataan ruang;        

 Rabat Beton Jalan Pemukiman RT. 1 RW 1 P: 500 m 
L: 2,5 m 

T: 0,15 m 

  75.000.000 Kasi Pembangunan TPK ADD 

JUMLAH 2    

3) Pembinaan Kemasyarakatan Desa        

 a. ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat        

 i. Pembelian Seragam Linmas  2 buah 200.000 400.000  TPK ADD 

 b. kelembagaan masyarakat        

 i. Pembinaan PKK        

 Bantuan Transport PKK ke kecamatan (5org x10 kali)  50 kali 25.000 1.250.000  TPK ADD 

JUMLAH 3    

4) Pemberdayaan Masyarakat Desa        

JUMLAH 4    

5) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan 

Mendesak. 

 

       

JUMLAH 5    

TOTAL (1+2+3+4+5)    

 

Catatan : Sub kegiatan disesuaikan kebutuhan, data isian angka di atas hanya ilustrasi, Pembidangan sesuai dengan referensi kegiatan  

               dalam APBDesa 

 

Menyetujui Diverifikasi ............, tgl bulan tahun 

Kepala Desa Koordinator PPKD/Sekretaris Desa Kaur/Kasi Pelaksana kegiatan anggaran 

   

(.......................) (.......................) (.......................) 
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5. Format Contoh Rencana Anggaran Biaya (RAB). 

 

 

PEMERINTAH DESA ……….KECAMATAN ………. KABUPATEN PATI 

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) 

TAHUN ANGGARAN …….. 

Bidang    Bidang Pembangunan Desa 

Kegiatan : Pembangunan Poliklinik Kesehatan Desa 

Waktu Pelaksanaan : 60 hari 

Sumber Dana            : ADD Tahun Anggaran ………. 

Output/Keluaran       : Poliklinik Kesehatan Desa 

Lokasi : RT. 1 RW. 1 

Volume Output          : 1 unit  

No. Uraian Volume Satuan Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah (Rp) 

1. Pembangunan Poliklinik 
Kesehatan Desa 

    

 Belanja Modal Bangunan     

 a. Belanja Modal Upah Tenaga     

 1) Tukang 150 HOK 80.000 12.000.000 

 2) Pekerja 300 HOK 70.000 21.000.000 
 Jumlah (a)    33.000.000 

 a.  Belanja Modal Bahan Baku     
 1)  Semen  100 zak 60.000 6.000.000 
 2) Batu Bata 15000 buah 1.000 15.000.000 
 3) Dsb     
 Jumlah (b)    21.000.000 

 c. Belanja Modal Alat/Sewa 
Peralatan 

    

 1)  Sewa Molen 10 hari 250.000 2.500.000 
 2) Angkong 2 unit 250.000 500.000 

 3) Dsb     

 Jumlah (c)    3.000.000 

TOTAL .................... 

 Harga sudah termasuk dengan pajak yang berlaku 

 
 

Menyetujui: 
Kepala Desa 

 
 

(…………………………….) 

 
Telah diverifikasi  

Koordinator 
PPKD/Sekretaris Desa 

 
 

(………………..) 

Pati,  tanggal-bulan-tahun 
 

Kasi/Kaur Pelaksana 
Kegiatan Anggaran 

 
 

(……………………) 

 

* Catatan: data isian angka di atas hanya ilustrasi
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6. Format Contoh Gambar Teknis Sederhana. 

 

 

GAMBAR RENCANA PRASARANA 

 

 

 

 
 

 

 

Volume Output: 

P : ...........   meter 

L : ...........   meter 

T : ...........   meter 

 

 

 

 

 
Kabupaten Pati 

Kecamatan ................ 

Desa ....................... 

 

 

Jenis Prasarana 

Rabat Beton Jalan 

Pemukiman 

 

 

Lokasi 

Dukuh ………………  

RT …………….. RW 

…………….. 

 

Judul Gambar 

Potongan Jalan Beton 

 

 

Digambar oleh: 

TPK / Kader Teknis 

 

 

(..........................) 

 

 

Kaur/Kasi Pelaksana 

Kegiatan Anggaran 

 

 

(..........................) 

 

 

Diverifikasi oleh: 

Sekretaris Desa 

 

 

(…………………) 

 

Menyetujui 

Kepala Desa................. 

 

 

 

(..........................) 
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7. Format Contoh Denah Lokasi Kegiatan. 

 

GAMBAR DENAH LOKASI KEGIATAN 

 

 

                              U 

 

 

 

 

 

 

Jalan Poros Desa 

 

 

LOGO KABUPATEN PATI 

 

Kabupaten Pati 

Kecamatan ................ 

Desa ....................... 

 

 

Jenis Prasarana 

Talud Jalan Pemukiman 

 

 

Lokasi 

Dukuh ………………  

RT …………….. RW 

…………….. 

 

 

 

Digambar oleh: 

TPK / Kader Teknis 

 

(..........................) 

Diverifikasi oleh: 

Kaur/Kasi Pelaksana 

Kegiatan Anggaran 

 

(..........................) 

 

Sekretaris Desa 

 

(…………….) 

Menyetujui 

Kepala Desa................. 

 

(..........................) 

  

masjid 

Balai Desa 

Lokasi pembangunan talud 

SD Negeri 1 
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8. Format Contoh Foto 0% Kegiatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGO KABUPATEN PATI 

 

Kabupaten Pati 

Kecamatan ................ 

Desa ....................... 

 

 

Jenis Prasarana 

………………………. 

 

 

Lokasi 

Dukuh ………………  

RT …………….. RW 

…………….. 

 

Judul Foto: 

Foto Titik 0% 

Pembangunan 

 

 

Dibuat oleh: 

TPK  

 

 

(..........................) 

 

 

Kaur/Kasi Pelaksana 

Kegiatan Anggaran 

 

 

(..........................) 

 

 

Diverifikasi oleh: 

Sekretaris Desa 

 

 

 

(…………..) 

 

Menyetujui 

Kepala Desa................. 

 

 

 

(..........................) 
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9. Contoh Prasasti (Ukuran Minimal: 30 cm x 25 cm) 

 

 

 

10. Contoh Papan Kegiatan (Ukuran Minimal: 50 cm x 80 cm) 

 

 

 

 

 

           TIM PELAKSANA KEGIATAN 

            ALOKASI DANA DESA (ADD) 

              DESA ………… KEC. ……………… 

KABUPATEN PATI 

TAHUN ………. 

 

Kegiatan   : Pembangunan Jalan Beton 
Volume    : P. ……..m; L. ……….m; T. ……….m 
Dana   : Rp. ……………………….,- 
Lokasi   : Dk. ………………Rt. ………. Rw. ………. 
Cara Pengadaan : Swakelola 
Pelaksana   : TPK Desa ………………… 
Waktu Pelaksanaan : Mulai tgl ………...... sampai tgl ………. 
                                    
 

  

ALOKASI DANA DESA 

…………………… 
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11. Contoh Infografis Desa (Ukuran Minimal: 150 cm x 250 cm) 

Pemerintah Desa dapat berkreasi dalam pembuatan Infografis Desa sesuai dengan 

keahliannya. 
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12. Format Laporan Realisasi Pelaksanaan ADD per Bidang Kegiatan (isian Desa) 

REALISASI PELAKSANAAN ADD TAHUN ……….. 

KABUPATEN PATI 

DESA ..................KECAMATAN …………………… 

BULAN ……………………………. 

No DESA Total 

ADD 

(Rp) 

Realisasi Pelaksanaan ADD Sisa 

(Rp) 

Keterangan 

BIDANG 1 

(Penyelenggaraan 

Pemerintahan 

Desa) 

BIDANG 2 

(Pembangunan 

Desa) 

BIDANG 3 

(Pembinaan 

Kemasyarakatan 

Desa)  

BIDANG 4 

(Pemberdayaan 

Masy. Desa) 

BIDANG 5 

(Penanggulangan 

Bencana, 

Keadaan 

Darurat dan 

Mendesak Desa) 

TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

TOTAL          

 

Desa, tanggal bulan tahun 

                   disetujui oleh, 

KAUR KEUANGAN                KEPALA DESA 

 

     (.....................)                               (ttd+stempel) 
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13.  Format Rekapitulasi Laporan Realisasi Pelaksanaan ADD per Bidang Kegiatan (isian Tim Pendamping Kecamatan) 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ADD TAHUN …………. 

KABUPATEN PATI 

KECAMATAN …………………… 

BULAN ……………………………. 

No DESA Total 

ADD 

(Rp) 

Realisasi Pelaksanaan ADD Sisa 

(Rp) 

Keterangan 

BIDANG 1 

(Penyelenggaraan 

Pemerintahan 

Desa) 

BIDANG 2 

(Pembangunan 

Desa) 

BIDANG 3 

(Pembinaan 

Kemasyarakatan 

Desa)  

BIDANG 4 

(Pemberdayaan 

Masy. Desa) 

BIDANG 5 

(Penanggulangan 

Bencana, 

Keadaan 

Darurat dan 

Mendesak Desa) 

TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Desa A          

2 Desa B          

3 Desa C          

TOTAL          

 

Mengetahui,                Kecamatan, tanggal bulan 

tahun 

CAMAT …………………….              KASI PMD KEC. ……………. 

 

(Ttd dan Stempel)               (Ttd) 
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14.   FORMAT PENGANTAR LPJ 
 
 

KOP SURAT DESA 
 

     Tanggal  

Nomor : 142.42/   Kepada : 

Sifat : Penting  Yth. BUPATI PATI 

Lampira

n 

: 1 (satu) bendel  c.q. Kepala Dispermades Kab. 

Pati 

Perihal : Laporan Pertanggungjawaban 

(LPJ) ADD  Tahap I (75%) 

Tahun ....... 

 Lewat 

 

Camat .......................... 

Di 

          ........................... 

 

  Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan 

Pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap 

I (75%) Tahun ........... sebesar Rp ....................... dan Siltap sampai 

bulan .............. Sebesar Rp................... dengan rincian kegiatan : 

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 

Digunakan untuk kegiatan .......................................... 

Anggaran ........................   Realisasi ...................................... 

2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan  

Digunakan untuk Pembangunan 

......................................................... 

Anggaran ........................   Realisasi ...................................... 

3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan  

Digunakan untuk Kegiatan ......................................................... 

Anggaran ........................   Realisasi ...................................... 

4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat  

Digunakan untuk Kegiatan ......................................................... 

      Anggaran ........................   Realisasi ...................................... 

5)   Jumlah Sisa ADD Tahap I Rp.............................. 

 

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas bantuannya 

disampaikan terima kasih. 

 

  Mengetahui 

Camat ................... 

 

 

.......................... 

 KEPALA DESA............................ 

Ttd + stempel 

 

 

.................................... 
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15. Format Pemeriksaan Dokumen Penyaluran ADD  

PEMERIKSAAN DOKUMEN PENYALURAN ADD TAHAP I (75%) 
DESA .......................... KECAMATAN ...................... 

KABUPATEN PATI TAHUN ........... 

No Jenis Dokumen 
Ada & 

Memenuhi 
Syarat 

Ada & Tidak 
Memenuhi 

Syarat 

Tidak 
Ada 

Ketera
ngan 

1. 
Surat Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa 
Tahap I. 

  
      

2. 
Fotokopi buku rekening yang ditandatangani Kepala 
Desa dan Kaur Keuangan. 

        

3. 
Fotokopi NPWP Bendahara Desa yang ditandatangani 
Kepala Desa dan Kaur Keuangan. 

        

4. 
Surat pernyataan kesanggupan Kepala Desa 
(nominal ADD 100%) dalam pengelolaan ADD 
bermaterai cukup. 

        

5. 
Laporan Realisasi Penggunaan ADD hasil print out 
Aplikasi Keuangan Desa (Siskeudes)  tahun anggaran 
sebelumnya. 

  
      

6 

 Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD secara 
keseluruhan 100% yang ditandatangani Kasi atau 
Kaur Pelaksana Kegiatan Anggaran diverifikasi 
coordinator PPKD dan menyetujui Kepala Desa 

        

7 

  Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD Tahap I 
(75%) yang ditandatangani Kasi atau Kaur Pelaksana 
Kegiatan Anggaran diverifikasi coordinator PPKD dan 
menyetujui Kepala Desa 

        

8 

Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani 
Kasi atau Kaur Pelaksana Kegiatan Anggaran 
diverifikasi coordinator PPKD dan menyetujui Kepala 
Desa 

        

9 

Gambar Teknis Sederhana yang ditandatangani 
ditandatangani TPK, kasi dan Kaur pelaksana 
kegiatan anggaran, diverifikasi coordinator PPKD 
menyetujui Kepala Desa. 

        

10 
Foto kondisi 0% yang ditandatangani TPK, kasi dan 
Kaur pelaksana kegiatan anggaran, diverifikasi 
coordinator PPKD menyetujui Kepala Desa. 

        

11 

Denah lokasi pembangunan yang ditandatangani 
TPK, kasi dan Kaur pelaksana kegiatan anggaran, 
diverifikasi coordinator PPKD menyetujui Kepala 
Desa. 

        

  Lampiran         

1 

 Peraturan Desa tentang Realisasi Pelaksanaan 
APBDes dengan aplikasi Siskeudes tahun anggaran 
sebelumnya yang telah dibahas dan disepakati 
bersama BPD; 

        

2 
Peraturan Desa tentang APBDes yang telah 
ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran desa.  

        

3 
 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 
(RPJMDes) yang masih berlaku (dalam kurun waktu 
berjalan). 

        

4 Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).         

5 
Laporan PertanggungJawaban (LPJ) ADD Tahap II 
Tahun Anggaran sebelumnya. 

    

 
Diperiksa tanggal : ..................................... 
Hasil Pemeriksaan dinyatakan: Lengkap/Tidak Lengkap  

        (*coret yang tidak perlu dan distempel pengesahan) 
Tim Verifikasi: 
1. Ketua Tim Pendamping Kecamatan  : 1. ............................... (nama & tanda tangan) 
2. Pendamping Profesional Desa  : 2. ................................ (nama & tanda tangan 

: 3. ............................... (nama & tanda tangan) 
Catatan:  
 isi checklist pemeriksaan menyesuaikan syarat setiap tahap penyaluran 
 dokumen di tanda tangani oleh Pendamping Desa di Kecamatan 
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16. Format Contoh  Instrumen Pembinaan Dan Monitoring Pelaksanaan 

Alokasi Dana  Desa (ADD) Kabupaten Pati  

 

  INSTRUMEN PEMBINAAN DAN MONITORING 

PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN PATI TAHUN ……….. 

 

  DESA  : …………………………         

  KECAMATAN : ………………………… 

  

 

1. Jumlah Plafon ADD Tahun ......  Yang Diterima Desa Rp………………. 

 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. .................................. 

 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. ................................. 

o Pembangunan …………………………………………………….  

     Lokasi ……………………………    vol. …………….           Biaya 

………………….. 

   Tahap .............................................  % bangunan ............................. 

o Pembangunan …………………………………………………….  

     Lokasi ……………………………    vol. …………….           Biaya……………… 

    Tahap .............................................  % bangunan ............................. 

o Pembangunan …………………………………………………….  

     Lokasi ……………………………    vol. …………….           Biaya 

…………………. 

   Tahap .............................................  % bangunan ............................. 

o   Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari TPK ke Pemerintah Desa (a. ada           

b. belum ada) 

 

 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp......................... 

 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp .............................. 

 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak  Rp 

............ 

 

2.    -   Siltap selama 1 tahun Rp……………… 

        -   Plafon  ADD Tahap I  : Rp.................................               

  Ditransfer tanggal ………………….  Realisasi 

Tanggal....................... 

   -   Plafon  ADD Termin II : Rp...............................          

  Ditransfer tanggal ………………….  Realisasi 

Tanggal....................... 

 

3. Realisasi Dana sampai saat ini  Rp. ......................................../ .............% 

Sisa Dana ADD di Bendahara Rp. ..............................  

Sisa Dana ADD di Bank Rp. ............................ 

4. Arsip berkas pencairan ADD Tahap I (75%)  (a.   Ada;     b. Tidak) 

5. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahap I (75%)  sudah ................................. 

%  

6. Arsip berkas pencairan ADD Tahap II (25%)  (a.   Ada;     b. Tidak) 

7. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahap II (25%)  sudah ................................. 

%  
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8. Klasifikasi Administrasi/ LPJ (a. Sangat baik   b. Baik   c. Cukup Baik    d. 

Kurang Baik) 

9. Media informasi melalui  

 Banner Noto Projo ( a. ada      b. tidak ) 

 Infografik (a. Ada         b. Tidak)       kalau ada  (a. sudah dipasang       b. 

belum dipasang) 

 Prasasti ( a. ada          b. baru pesan      c. tidak ada); kalau ada (a. sudah 

dipasang    b. belum dipasang) 

 Papan Kegiatan (a. Ada         b. Tidak)   kalau ada (a. sudah dipasang             

b. belum dipasang) 

10. Apakah siltap perbulan sudah diserahterimakan ke masing-masing 

perangkat? 

Sudah diserah terimakan sampai bulan …………………………………….. 

 

11. Foto Kegiatan  

Foto Fisik   (a. ada           b. Tidak) 

Foto Rapat   (a. ada           b. Tidak) 

Foto Pembelian Barang (a. ada           b. Tidak) 

 

12. Permasalahan Pelaksanaan  

………………………………………………………………………………..…………………… 

………………………………………………………………………………………………………

..….....................................................................................................................

...................................................... 

 

13. Catatan : Rekomendasi Tim 

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

......................................................................................... 

 

        ………………., ……………….           
Kepala Desa………………                Tim Fasilitasi, Pembinaan dan 
Monitoring : 

                                    
1.  .......................... (                             ) 

2.    ......................... (                             ) 

         ........................................               3.    ......................... (                             )  

        4.    .........................  (                            ) 

 
 
Keterangan: 
Instrumen bisa berubah sesuai dengan kebutuhan  
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17. FORMAT INSTRUMEN PENGAWASAN CAMAT DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) 

FORMAT INSTRUMEN PENGAWASAN CAMAT DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ……………. 

     Kabupaten : Pati 
  Kecamatan : 
  Desa : 
  Hari/Tanggal : 

  

     No Subtansi Pengawasan Kondisi Faktual Kondisi Seharusnya Rekomendasi 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

     

 

Mengetahui 

  

………., Tanggal - Bulan- Tahun 

 
Kepala Desa……………. 

  

Camat ……………… 

    

 

 

 

 

…………………… 
  

Nip. ………………………… 
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18. FORMAT  INSTRUMEN PEMBINAAN DAN MONEV ALOKASI DANA DESA (ADD) TIM PENDAMPING KECAMATAN 

FORMAT  INSTRUMEN PEMBINAAN DAN MONEV ALOKASI DANA DESA (ADD) TIM PENDAMPING KECAMATAN 

     Kabupaten : Pati 
  Kecamatan : 
  Desa : 

  Hari/Tanggal : 
  

     No Subtansi Pembinaan dan Monev Kondisi Faktual Kondisi Seharusnya Rekomendasi 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

     

 

Mengetahui 
  

………., Tanggal - Bulan Tahun 

 
Kepala Desa……………. 

  

Tim Pendamping Kecamatan 

    

1.                              (                    ) 

    

2.                              (                    )                   

    

3.                              (                    ) 

 
…………………………… 

  

4.                              (                    ) 
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19 FORMAT  MONEV TIM FASILITASI KABUPATEN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) 

FORMAT  MONEV TIM FASILITASI KABUPATEN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ……… 

     Kabupaten : Pati 
  Kecamatan : 
  Desa : 

  Hari/Tanggal : 
  

     No Subtansi Monev Kondisi Faktual Kondisi Seharusnya Rekomendasi 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

     

    

……………., Tanggal Bulan Tahun 

 
Mengetahui 

  

Tim Fasilitasi Kabupaten: 

 
Kepala Desa……………… 

  

1.                              (                    ) 

    

2.                              (                    )                   

    

3.                              (                    ) 

 
…………………… 

  

4.                              (                    ) 
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 BAB IX 

PENUTUP 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari 

Alokasi Dana Desa di wilayah Kabupaten Pati.  

  

 BUPATI PATI, 

 Ttd. 

HARYANTO 

 

 

 

 


